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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "'Studi Komparasi Pengelolaan Minyak dan Gas
Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam ini merupakan hasil
penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep
pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam serta
apa perbedaan mendasar tentang pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem
ekonomi kapitalis dan Islam.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif
dengan strategi studi kepustakaan. Data dihimpun dengan mengkaji secara mendalam
dan menelaah sumber kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode Deskriptif Komparatif yaitu proses untuk memperoleh pengertian dan
pemahaman yang mendalam dengan cara membandingkan dua atau lebih objek yang
diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara selected index reading dan
dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah konsep kepemilikan dalam ekonomi
kapitalis yaitu diakuinya kepemilikan individu secara penuh dengan mendasarkan
kepada hak kebebasan yang berarti setiap individu boleh memperoleh harta yang
sebanyak mungkin dengan cara yang tidak dibatasi (bebas). Berbeda halnya dengan
sistem ekonomi Islam yaitu diakuinya atas tiga kepemilikan yakni kepemilikan
individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara yang dibatasi oleh aturan dalam
syariat Islam. Maka dalam hal ini, pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem
ekonomi kapitalis dapat dimiliki dan dikelola oleh individu secara penuh, sedangkan
dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk
kepemilikan umum yang harus dikelola negara dan keuntungannya dikembalikan
untuk kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan simpulan diatas, maka penulis berharap agar sistem ekonomi
Islamlah yang menjadi pilihan solusi solutif untuk persoalan ekonomi yang dihadapi
negeri ini demi kesejahteraan rakyat dan negara baik di dunia maupun akhirat.

keyword/ kata kunci : minyak, gas bumi, kepemilikan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari aktivitas ekonomi, tujuan yang
ingin dicapai manusia dalam berekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan
hidup dan meraih kesejahteraan. Kesejahteraan tidak akan tercapai jika tidak
ada kecukupan finansial dan pengamalan ajaran agama yang benar, karena
manusia, cenderung kepada kesenangan dunia seperti memperoleh kekayaan
sebanyak-banyaknya.

Secara fitrah, manusia terikat dengan “hajatul 'udwiyah” yakni
terpenuhinya kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 14:
JH3 wadlly Calll G 5Lt s iy e e Sl C5 U 5
S pad 33 i G sy fls 5 sl Yl asgedd

" Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Inilah

! Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, ( Jakarta: Erlangga,
2009), 2.



kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik

n 2

(syurga).

Semua yang disebutkan adalah sesuatu yang wajar sebab memang
demikian kecenderungan hati manusia yang diciptakan Allah SWT, memiliki
harta tidak dilarang dalam Islam karena harta merupakan perhiasan kehidupan
dunia. Bumi dan segala isinya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia,
agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memudahkan pengelolaan
dan pelestarian alam, Allah SWT menganugerahkan berbagai fasilitas
kehidupan untuk kepentingan seluruh umat manusia misalnya, sungai dan laut
sebagai sarana transportasi.

Agar segala potensi sumberdaya yang dianugerahkan Allah SWT
dapat didayagunakan, manusia harus mengolah supaya dapat dikonsumsi dan
mempunyai nilai ekonomi. Secara faktual, kondisi umat Islam saat ini sangat
lemah. Sumberdaya produksi, dan teknologi sebagai penggerak ekonomi
dikuasai kapital (pemilik modal/ kekuasaan). Umat Islam menjadi objek,
konsumen pasif atau tenaga kerja murah dan menjadi ajang eksploitasi
negara-negara industri maju dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas
penduduknya muslim terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam yang luar

biasa, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam yang melimpah ini

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),

51.



terutama hasil tambang berupa minyak bumi terdapat di beberapa daerah
kepulauan di Indonesia, antara lain kawasan Rokan di kabupaten Rokan llir,
provinsi Riau merupakan penghasil gas terbesar di Indonesia yang dikuasai
oleh Chevron Pacific Indonesia yang produksinya 256.400 bph.?

Industri minyak di Indonesia telah muncul lebih dari 100 tahun yang
lalu, namun baru sejak 1966 industri ini mulai mengalami perkembangan
cepat. Perubahan besar terjadi, dengan mulai diterapkannya untuk pertama
kali sistem kontrak bagi hasil dengan perusahaan kontraktor asing pada akhir
tahun 1960-an. Sejak itu, eksplorasi dan ekploitasi minyak dan gas
diintensifkan, khususnya dilepas pantai yang sebelumnya terabaikan. Bukti
konkret tentang potensi besar minyak dan gas bumi bisa dilihat dari perannya
yang signifikan dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber energi dan
bahan baku dalam negeri maupun sebagai sumber penerimaan negara. Dalam
kurun waktu 25 tahun pada masa Orde Baru, misalnya, penerimaan negara
dari minyak dan gas bumi serta distribusi bahan bakar minyak di dalam negeri
jauh melampaui sasaran. Ekspor minyak mentah, produk minyak dan gas
bumi juga melebihi sasaran, sehingga pendapatan per kapita Indonesia

meningkat 13 kali selama 25 tahun itu.*

% Sri Widodo, et al., " Ini Petisi Mahakam, Tuan Presiden”, Majalah Geo Energi, ( November, 2012),
33.

*Sudrajat A Suryana, et al., Negeriku Begini Bangsaku Begitu, (Jakarta Barat: Khanata, Pustaka LP3S
Indonesia), 25.



Dari data yang terungkap, bahwa lebih dari 20% seluruh pembiayaan
pemerintah dibiayai oleh pemasukan dari minyak dan gas bumi. Pada tahun
1981, ketika terjadi krisis minyak dunia yang kedua, yang mendorong harga
minyak yang belum pernah dicapai sebelumnya, minyak dan gas bumi
mengambil porsi 71% dari seluruh pemasukan pemerintah Indonesia. Antara
tahun 1969 dan 1995, pemasukan dari minyak dan gas bumi meningkat dari
hanya Rp 66 miliar menjadi Rp 16 triliun lebih. Sektor pertambangan,
terutama minyak dan gas bumi, dapat digunakan sebagai generator pemulihan
ekonomi Indonesia, mengingat potensinya yang masih sangat besar. Dengan
melakukan optimalisasi penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, dana
yang sangat besar akan dapat diperoleh untuk mengembalikan kondisi
perekonomian Indonesia yang diambang kehancuran.”

Nasib Indonesia sebagai salah satu negara kaya minyak, seharusnya
memperoleh keuntungan yang sangat besar, akan tetapi fakta di lapangan
tidak demikian. Pemeritah berdalih, kita tidak bisa menikmati kenaikan harga
minyak dunia karena lifting atau produksi minyak siap jual kita dari tahun ke

tahun terus menurun. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini:®

> Ibid., 26.
®Wulan Sitarahmi, et al., ( Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2017), http://migas.esdm.go.id, diakses pada 08 Juli 2018.



Penurunan Lifting Minyak Bumi
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Grafik 1.1. Presentase penurunan lifting minyak bumi 2012-2017

Lifting minyak mengalami penurunan disebabkan oleh tidak
ditemukannya lapangan minyak baru.” Selain itu, sumur-sumur minyak di
Indonesia sudah semakin tua sehingga jumlah produksi minyak semakin
berkurang. Hal inilah yang menjadi pendorong Indonesia harus melakukan
impor minyak untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Volume impor yang semakin meningkat dan biaya subsidi yang
semakin tinggi, sedangkan penerimaan ekspor yang semakin rendah
mengakibatkan biaya pengadaan minyak dan gas bumi semakin besar. Ketika

harga minyak dunia melonjak diluar kewajaran dari anggaran pemerintah

” Sofyan Badri, " Produksi Migas Terus Merosot”, Majalah Geo Energi, (November, 2012), 44.



maka dapat mengakibatkan defisit anggaran. Sebagaimana grafik 1.2.dibawah

ini:

(triliun rupiah)

-2,19

-325,9
-362,9
2014 2015 2016 Outlook APBEN
2017 2018

Pernbiayaan Defisit thd

I Defisit Anggaran @ PBED (%)

Grafik 1.2. Defisit APBN 2018
Atas dasar pertimbangan ini, pemerintah mencabut subsidi minyak dan
gas bumi dengan menaikkan harga minyak dalam negeri mengikuti harga
minyak dunia. Peristiwa kenaikan harga minyak dan gas bumi selalu menjadi
sorotan tajam dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan kenaikan harganya
memberikan dampak terjadinya inflasi yang tercermin dari naiknya harga

sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Hal

® Direktorat Penyusunan APBN, ( Informasi APBN 2018), http://www.kemenkeu.go.id diakses pada
08 Juli 2018.



ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan karena telah menyebabkan
biaya produksi meningkat juga adanya permintaan kenaikan upah dari para
pekerja akibat meningkatnya biaya hidup, serta banyak perusahaan yang
gulung tikar dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara tidak
langsung, menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin dan
pengangguran yang sangat tajam. Dampak kenaikan ini telah merebak ke
seluruh lapisan masyarakat di pelosok wilayah manapun. Untuk
menyelesaikan persoalan tersebut pemerintah memberi bantuan dana
kompensasi, ini dimaksudkan agar masyarakat miskin tidak semakin banyak.
Namun, ibarat penyakit kronis, biang terjadinya kemiskinan dan
pengangguran yang berkepanjangan tampaknya nyaris tak tersentuh bahkan
tidak mampu untuk disentuh. Kinerja perekonomian di berbagai wilayah tak
kunjung membaik bahkan semakin meluas dan mendalam sampai
berpengaruh pada aspek sosial masyarakat.’

Polemik kenaikan dan pencabutan subsidi minyak dan gas bumi
sebenarnya merupakan dua persoalan ekonomi politik yang terkait dengan
eksistensi negara. Negara ini telah masuk dalam lingkaran kuasa
neoliberalisme dan globalisasi. Neoliberalisme dan globalisasi sejatinya

berhulu dari lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.™

% Karnaji, ( Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM), Jurnal Masyarakat dan
Kebudayaan Politik, No. 4, ( Oktober, 2005), 29.

105, Aminah, ( BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme), Jurnal
Masyarakat dan Kebudayaan Politik, No. 4, ( Oktober, 2005), 3.



Kelahiran undang-undang ini langsung menghapus berlakunya tiga undang-
undang sebelumnya, yaitu UU nomor 44 Prp/1960 tentang pertambangan
minyak dan gas bumi, UU nomor 15/1962 tentang penetapan PP pengganti
UU nomor 2/1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi
kebutuhan minyak dalam negeri, dan UU nomor 8/1971 tentang perusahaan
tambang minyak dan gas bumi negara.'!

Sejak saat itu, terjadi perubahaan yang sangat fundamental tentang
status penentuan harga migas yang semula ditangan negara, kini mengalami
liberalisasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 ayat 2 UU nomor
22/2001, yang berbunyi " harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan
pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar". Meliberalisasi
sektor hilir perusahaan migas seperti ini jelas-jelas mendahulukan pengusaha-
pengusaha swasta dan asing. Liberalisasi juga tampak dalam pasal 9 yang
berbunyi " kegiatan usaha hulu dan hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha
Milik Negara ( BUMN ); Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ); koperasi;
Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta". Dengan demikian, jika dicermati ternyata
UU migas adalah akar dari masalah ini. Menurut Dirjen Migas, setelah era
UU migas 22/2001, pemerintah telah berhasil menawarkan banyak sekali blok

migas sehingga undang-undang tersebut sudah on the track.?

' M. Kholid Syeirazi, Dibawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia, ( Jakarta:
Pustaka LP3S Indonesia, 2009), 123.

12 \/ega Aulia Pradita, ( Revisi UU Migas: Tender Blok Migas Tidak cocok di Indonesia),
http://www.bisnis.com, diakses pada 06 Agustus 2018.



Kondisi yang demikian tentu sangat berkaitan dengan aturan yang
digunakan dalam suatu pemerintahan, yakni dalam konsep ekonomi kapitalis
atau konvensional, sumberdaya alam khususnya minyak dan gas bumi
dihukumi sebagai kepemilikan pribadi hal ini disebabkan prinsip dasar dalam
ekonomi kapitalis yakni mengandung asas kebebasan yang berarti setiap
individu bebas memiliki apa saja yang dia kehendaki asal dia memiliki modal
| kekuasaan/ kekuatan untuk menguasainya, maka tidaklah heran jika kondisi
perekonomian hari ini mensejahterakan segelitir orang saja.

Jika diamati, perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka
hal itu tidak terlepas dari perbedaan tingkat pemikiran manusia saat itu.
Konflik antarmanusia, antarsuku, antarbangsa atau antaragama adalah hal
yang wajar terjadi dilihat dari keragaman pemikiran dalam masyarakat.
Namun, dari berbagai perubahan yang terjadi, perbedaan ideologilah yang
tampak banyak mempengaruhi perubahan tersebut. Terjadinya perang dingin
antara blok barat (kapitalis) dan blok timur (sosialis-komunis) yang
melibatkan sejumlah negara selama bertahun-tahun menunjukkan bukti
tersebut.

Dengan berakhirnya perang dingin, Kkini ideologi kapitalis yang
dimotori Amerika Serikat berusaha menjadikan ideologinya sebagai landasan
berpikir bagi semua negara di dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan
bahwa ideologi kapitalis bersifat universal seperti yang digambarkan oleh

Samuel P.Huntington dalam tesisnya. Amerika Serikat lewat berbagai media



10

komunikasi yang dikuasainya berusaha mempropagandakan ide-ide kapitalis
ke seluruh dunia seperti pluralisme, HAM, perdagangan bebas dan
sebagainya. Wajar saja, jika semua konflik erat kaitannya dengan perhatian
dan keikutsertaan Amerika Serikat. Jika negara-negara tersebut tidak
memenuhi keinginannya maka Amerika Serikat pun tak segan-segan
memberikan sanksi, baik secara ekonomi ataupun secara militer.*®

Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang
bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul untuk menjamin keselamatan
manusia baik tentang keselamatan agama, jiwa, akal, nasab (keturunan), dan
harta benda. Semua ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi
manusia.'*

Ideologi adalah sekumpulan ide, dianut oleh suatu kelompok sosial
(misalnya bangsa atau kelas), yang merupakan gambaran kenyataan sosial
tertentu dan membentuk nilai-nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Ideologi
timbul sebagai reaksi terhadap keadaan dan kebutuhan tertentu dalam
hubungan sekumpulan ide yang lain.*

Muhammad Ismail menyatakan bahwa ideologi (mabda') adalah suatu
keyakinan dasar yang bersifat rasional, yang kemudian melahirkan sistem atau
sekumpulan aturan hidup (‘agidah ‘agliyah yanbatsiqu 'anhaa nidzaam), suatu

keyakinan dasar disebut ideologi jika memiliki dua syarat yaitu konsep

13 Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam, ( Bogor: Al- Azhar Press, 2013), 134.
14 H
Ibid., 3-4.
1> Gregorry Gusman, Sistem-Sistem Ekonomi, ( Jakarta: BUMI AKSARA, 1995), 45.
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(fikrah) dan metode penerapan ide (tharigah) maka jika tidak memiliki
keyakinan dasar tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ideologi.*®

Islam sebagai Din sempurna yang memiliki seperangkat aturan yang
khas terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konsepsi
ekonomi Islam sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api,
padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara
yang hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dikembalikan
untuk kesejahteraan rakyat.

Islam memandang bahwasanya pengelolaan minyak dan gas bumi

termasuk kepemilikan umum yang didasarkan pada sebuah hadis Nabi saw

(& Al 9393 gl damt ol ) Sy oWy ST (30 M5 @ eS8 )

" Kaum muslim berserikat pada tiga hal : air, padang rumput dan api " ( HR.
Abu dawud, Ahmad, Ibn Majah )*’

Dalam hadis diatas disebutkan bahwa lafadz api yang dimaksudkan
adalah energi seperti listrik, minyak dan gas bumi, batu bara, nuklir dan
sebagainya. Dengan demikian, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya
energi yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Keberadaan sumber daya ini

dapat disejajarkan dengan kebutuhan primer lainnya seperti air.

1® Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam ..., 135.
7 Al- Shawkani, Nayl al- Awtar, vol.6, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 1649.
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Menurut perspektif ekonomi Islam, minyak dan gas bumi termasuk
dalam kepemilikan umum sehingga pengelolaannya dilakukan oleh negara
tetapi bukan berarti negara yang memiliki, sebab hasil dari pengelolaan
sumber daya alam tersebut tetap harus dikembalikan kepada rakyat dalam
berbagai bentuk untuk kesejahteraan rakyat sehingga negara tidak boleh
menyerahkan pengelolaan minyak dan gas bumi kepada swasta dalam bentuk
undang-undang liberalisasi.

Ketika pengelolaan minyak dan gas bumi ini diserahkan kepada
swasta, maka jawabannya dapat dilihat dalam kelanjutan hadis diatas. Dari
hadis diatas ada tambahan kalimat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam

Anas dari Ibn Abbas

o a>Le u)\ °\jjj y 293 )Jb A °b)) )U\j ;W) U L} DEN L} Q\Sj" OM\

(plo> 4aais 14 ol 55 e () gl

" kaum muslim sama-sama membutuhkan tiga hal yaitu air, padang dan api."
(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas. Didalamnya
terdapat tambahan, " harganya haram").*®

Maknanya adalah mengambil o< yaitu keuntungan dari harga yang diambil
dengan menjual komoditas tersebut hukumnya adalah haram. Namun, jika

negara tidak bisa melakukan subsidi silang, maka negara hanya boleh

'8 Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, Jilid 1, ( Yogyakarta: Irtikaz, 2011). 334.



13

membebankan biaya produksi kepada rakyatnya sebagai pemilik minyak dan
gas bumi yang sah.

Saat ini, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem
demokrasi kapitalis sehingga sistem ekonominya juga berbasis ekonomi
kapitalis meski penduduknya mayoritas muslim.

Agenda pembangunan ekonomi, bagi negara seperti Indonesia dari
dahulu hingga sekarang pada hakikatnya sama, artinya pembangunan
merupakan sebuah proses pengurangan, atau penghapusan kemiskinan,
ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran, dalam konteks
pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi harus bersumber
pada peningkatan investasi dan pendapatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi
tidak semata-mata ditopang oleh besaran konsumsi masyarakat di dalam
negeri. Tentu, yang harus diingat dalam proses pembangunan ekonomi adalah
mengurangi ketergantungan kepada bahan dan barang keperluan pokok yang
diimpor seperti bahan makanan, minyak bumi, dan produk-produk
turunannya, barang-barang modal dan keahlian.™

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, upaya pemulihan ekonomi
oleh pemerintah telah dilakukan. Akan tetapi, tidak bertumpu pada sumber
daya alam, padahal potensi sumber daya alam Indonesia yang dimiliki sangat
luar biasa kuantitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, melihat kondisi yang

demikian inilah yang membuat penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana

19 Sudrajat A Suryana, Negeriku Begini ..., 19.
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sesungguhnya konsep dan pengelolaan sumber daya alam dari sisi ekonomi

kapitalisme dan ekonomi islam, yang nantinya akan dapat dijadikan referensi

negeri ini untuk kemashlahatan umat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka identifikasi

masalah yang muncul adalah:

1.

3.

4.

Konsep sistem ekonomi Kkapitalis dan ekonomi Islam tentang
pengelolaan sumberdaya alam yaitu minyak dan gas bumi,

Perbedaan mendasar tentang pengelolaan minyak dan gas bumi
menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam,

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi,

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem
ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam?.
Bagaimana perbedaan mendasar pengelolaan minyak dan gas bumi

antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam?.

D. Kajian Pustaka

lain:

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti antara

Lailatul Hidayah melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul

"Kebijakan Pemerintahan tentang Penetapan Harga BBM dalam perspektif
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Hukum Islam"”. Dia menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan
kenaikan BBM di Indonesia adalah naiknya harga minyak mentah
internasional, naiknya biaya produksi dan dampak pencabutan subsidi.
Kebijakan penetapan harga BBM dianggap tidak relevan dengan tujuan
hukum Islam yakni kemaslahatan umat. Kebijakan penetapan harga tentang
kenaikan BBM tersebut berimplikasi besar terhadap rakyat.?

Sri Endayani dengan skripsinya yang berjudul " Tinjauan hukum Islam
terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia” menyatakan bahwa privatisasi boleh
dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah umum secara Ekonomi Islam.
Privatisasi di Indonesia berdasar peraturan perundangan tata cara 78 UU No.
19 tahun 2003, telah menyebabkan lepasnya beberapa saham perusahaan
BUMN yang go public.?

Sedangkan, penelitian dari Wedi Pratanto dengan tesisnya yang
berjudul " Kepemilikan Umum dan Negara dalam konteks Ke- Indonesiaan
dalam perspektif Ekonomi Islam" menyimpulkan bahwa kepemilikan umum
dalam konteks ke-Indonesia-an yang didasari pada pasal 33 UUD 1945 dan
sistem kekeluargaan menimbulkan ruang bagi masyarakat umum menjadi
sempit untuk mengelola, memelihara harta benda umum. Hal ini tidak sesuai

dengan salah satu prinsip ekonomi Islam, yaitu kebebasan individu. Disisi

2 |_ailatul Hidayah, ( Kebijakan Pemerintah tentang Penetapan Harga BBM dalam Perspektif Islam)
(Skripsi —IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

21 Sri Endayani, (Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Privatisasi BUMN (Badan Usaha
Milik Negara)) (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)
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lain, manajemen pengelolaan dan pemeliharaan harta umum didasarkan pada
kekuasaan negara saja memberi peluang pada sebagian orang saja yang dapat
mengelola, memelihara, menikmati atau memiliki harta umum tersebut dan
akhirnya menciptakan ketimpangan, ketidakadilan, padahal keadilan adalah
salah satu unsur yang menjadi prinsip ekonomi Islam.??

Kemudian, Endah Kartikasari melakukan penelitian berupa tesis yang
berjudul " Pengelolaan SDA Indonesia dalam Perspektif Islam untuk
Kesejahteraan Rakyat”. Dalam Tesis ini, Endah menyatakan bahwa
pengelolaan SDA dalam perspektif Islam adalah dimana pengelolaan SDA
dilakukan oleh negara yang dikelola bayt al- mal sehingga hasilnya akan
dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.?®

Selanjutnya penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Namirah H. Sian
berjudul " Pengelolaan BBM Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam",
menyatakan bahwa BBM dalam pandangan Islam termasuk kepemilikan
umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan negara, bukan berarti negara
memiliki, akan tetapi, negara hanya mengelola dan hasilnya dikembalikan
kepada rakyat dalam berbagai bentuk, serta mengenai pandangan ekonomi

Islam tentang pengelolaan BBM di Indonesia harus dikembalikan kepada

22 \Wedi Pratanto, ( Kepemilikan Umum dan Negara dalam konteks Ke- Indonesiaan Perspektif
Ekonomi Islam) (Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

% Endah Kartikasari, ( Pengelolaan SDA Indonesia dalam Perspektif Islam untuk Kesejahteraan
Rakyat) (Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008)
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kepemilikan umum, dimana negara akan mengelola untuk dikembalikan
kepada rakyat sebagai pemiliknya.*

Adapun sejauh pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada
penelitian yang membahas tentang pengelolaan minyak dan gas bumi menurut
sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam, maka tema yang diajukan
dalam proposal skripsi ini memiliki peluang bagi peneliti untuk mengakaji
secara mendalam tentang pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sudut
pandang sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan minyak dan gas bumi
menurut sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

2. Untuk menjelaskan perbedaan mendasar dalam pengelolaan minyak
dan gas bumi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem
ekonomi islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara garis besar dapat

dikelompokkan menjadi dua hal yaitu:

24 Namirah H. Sian, (Pengelolaan BBM Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam) ( Tesis—IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 105.
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1. Aspek teoritis (keilmuan), untuk menambah wawasan dan pengetahuan
tentang pengelolaan minyak dan gas bumi dalam pandangan sistem
ekonomi kapitalis dan islam, juga sebagai bahan informasi baik bagi
penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam
tentang permasalahan tersebut.

2. Aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembaca,
para pengusaha serta para praktisi dalam pengelolaan minyak dan gas
bumi, khususnya bagi pemerintah sehingga dapat mengelola minyak dan
gas bumi dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariah islam agar
diperoleh kesejahteraan bagi masyarakat.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari
penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai
berikut:
1. Komparasi
Komparasi adalah perbandingan.®
2. Sumber daya alam
Istilah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terpenuhi tiga
syarat yaitu:
1) Sesuatu yang ada dilingkungan Kita

2) Barang tersebut dapat diambil

»Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada 23 Desember 2016.
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3) Mempunyai nilai bermanfaat.?
3. Ekonomi
Istilah ekonomi bermakna kegiatan mengatur urusan harta kekayaan,
baik menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta
menjamin pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu
ekonomi, maupun berhubungan dengan tatacara ( mekanisme )
pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.?’
H. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan kualitatif studi literature atau studi kepustakaan.
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang perlu dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang
dikumpulkan antara lain:
a. Data Primer
Penelitian ini membutuhkan data primer berupa informasi berkaitan
tentang pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sistem ekonomi kapitalis dan
Islam yang diperoleh dari literatur - literatur utama sistem ekonomi Islam dan

kapitalis seperti Al-Nizam al - iqgtishadi fi al-islam karya Tagiyuddin An-

% |smail Nawawi, Pembangunan dalam Perspektif Islam, ( Surabaya: Putra Media Nusantara, 2008),
70.

%" Tagiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, ( Redaksi Al-Azhar Press), ( Bogor: Al-Azhar
Press, 2010), 58.
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Nabhani dan laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

tahun anggaran 2017.

b. Data Sekunder

1.

2.

Buku tentang sistem ekonomi Islam
Buku tentang hukum ekonomi Islam

Buku tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam

Sumber Data

Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer

maupun sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah literatur-literatur yang

berkaitan dengan teori kepemillikan dalam sistem ekonomi Islam. Antara

lain, Al-Nizam al - igtishadi fi al-islam karya Tagiyuddin An-Nabhani, Al-

Amwal fi Dawlah al-Khilafah karya Abdul Qadim Zallum.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder vyaitu data pendukung atau pelengkap yang

dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data ini dapat

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data
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sekunder adalah buku, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang
berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.?
Data yang diambil adalah data mengenai sistem ekonomi kapitalis dan
ekonomi Islam. Data sekunder penelitian ini juga terdapat dalam buku:
a. Hukum ekonomi syariah oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.
b. Prinsip-prinsip ekonomi Islam oleh Lukman Hakim
c. Negeriku begini bangsaku begitu oleh A. Suryana Sudrajat, Indra
Syamsi, dan Rudy Mulyono.
d. Isu-isu ekonomi Islam oleh Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Uha, MPA,
M.Si.
e. Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam oleh Dr. Zaki
Fuad Chalil
f. Etika bisnis dalam Islam oleh Dr. Mustag Ahmad
g. Dan dari sumber lainnya seperti: komentar dari koran, jurnal atau
internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kepustakaan, maka data dapat diperoleh dengan selected index

reading dan dokumentasi yaitu:

%8Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2009), 240.
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a. Selected Index Reading
Selected index reading dengan cara memahami daftar isi literatur atau
melalui index tentang kata-kata dalam literatur itu.

b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara membaca, mengkaji, mempelajari dan
mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian ini yaitu pengelolaan minyak dan gas bumi dalam
sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang
diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna,
keselarasan, antara data yang ada dan relevansi dengan
penelitian.?® Dalam hal ini, peneliti akan mengambil data yang
akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah saja. Peneliti
mengambil data yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya
alam khususnya minyak dan gas bumi baik dari sisi sistem

ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

#Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2008), 243.
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b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga
seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.®® Setelah data
diperiksa dan terjamin kebenarannya maka penulis mulai
mengatur dan menyusun data tersebut menjadi bagian-bagian
sistematis.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai fakta
yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari
rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
dengan metode yang telah ditentukan.®® Hasilnya berupa pemaparan
gambaran mengenai situasi yang telah diteliti dalam bentuk uraian naratif.
Data yang diperoleh dapat membantu penulis dalam mengungkapkan
fakta-fakta mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif

sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 111, ( Jakarta: Balai Pustaka,
2005), 803.

3'Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, ( Surabaya:
Airlangga University Press, 2001), 129.
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Penulis kemudian mengelola dan menganalisis data dengan
melakukan komparasi yaitu mencari persamaan dan perbedaan tentang
pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan
ekonomi Islam.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk
memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi
ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub
bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun

sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan, meliputi latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, penelitian

terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang memuat tentang
sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam meliputi pengertian, konsep
kepemilikan dan distribusi baik dalam sistem ekonomi Kkapitalis maupun

ekonomi Islam.

Bab Ketiga, membahas tentang deskripsi data yang berkenaan

dengan variabel yang diteliti secara objektif yaitu menjelaskan tentang lokasi
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penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, sumber data penelitian dan
teknik pengumpulan data serta teknik analisis data pengelolaan minyak dan
gas bumi dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

Bab keempat, merupakan paparan hasil penelitian yang menjelaskan
tentang analisis terhadap data penelitian yang dideskripsikan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian, menafsirkan dan menganalisis hasil-hasil yang
didapat dari data tentang komparasi pengelolaan minyak dan gas bumi antara
sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam.

Bab kelima, berisikan simpulan dan saran, yakni mengemukakan
simpulan dari bahasan penelitian dan memberikan saran atau masukan atau

kritik membangun yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB 11
KERANGKA TEORITIS

A. Sistem Ekonomi Kapitalis

1. Pengertian

Secara konsepsional dikemukakan ekonomi berkaitan dengan
kesejahteraan begitu sempit dan gersang, sehingga menyebabkan diabaikan
aspek nilai dan kerohanian umat manusia dalam kehidupannya. Pola dan
proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan
pendapatan perkapita dan konsumsi fisik yang sarat dengan aroma
hedonisme dan memompa produksi ke pasar tanpa mempertimbangkan
dampak negatif bagi aspek kehidupan lain. Seringkali barang-barang yang
tidak perlu produksi berdasarkan kegunaan dan tingkat urgensinya. Namun,
karena alasan-alasan ekonomi dan bisnis, barang-barang tersebut tetap
dipasok ke pasar. Akibatnya, terjadi misalokasi sumber daya alam yang
cenderung kelanggengan ketidakadilan yang sangat mencolok. Disisi lain,
ekonomi kapitalis mengabaikan pertimbangan normative, sehingga bagaikan
manusia hidup di rimba raya, satu-satunya hukum yang sah yaitu siapa yang
kuat dialah yang menang (survival of the fittest).! Berikut ini pemaparan para
ahli ekonom kapitalis (konvensional) tentang pengertian ekonomi kapitalis

(konvensional):

! Ismail Nawawi, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: Dwu Putra Pustaka Jaya, 2010), 5.
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Adam Smith mengemukakan bahwa Ilmu ekonomi adalah ilmu
kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan
suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap
sebab-sebab material dan kemakmuran, seperti hasil industri, pertanian,
jasa dan sebagainya.

Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari
usaha-usaha individu dalam kaitannya dengan berbagai pekerjaan yang
dilakukan sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bahagia kehidupan
manusia yang berhubungan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan
bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu.

Ruenez berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang
mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-
kebutuhannya dengan sarana-sarana terbatas yang mempunyai berbagai
macam fungsi.?

Milton H. Spencer menyatakan kapitalisme merupakan sebuah sistem
organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas
alat-alat produksi dan distribusi ( tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta
api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam

kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.®

2 lbid., 6.

3Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.



28

Dari beberapa definisi tersebut maka diperoleh hal mendasar yang

membangun sistem ekonomi kapitalisme yaitu:

1) Kebutuhan itu tidak terbatas sedangkan sarana pemuas kebutuhan
sangat terbatas sehingga harus menggunakan segala yang ada
untuk memuaskan kebutuhan manusia.

2) Adanya kebebasan dalam kepemilikan, segala sesuatu dapat
dimiliki seorang individu atau swasta selama dia mampu untuk
memenuhinya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang memegang peranan
utama dalam prinsip ekonomi, yang memegang initiatif dalam
proses produksi adalah individu atau swasta. Pemerintah hanya
mempunyai kewajiban menjaga keamanan umum, supaya orang
bebas, berusaha dan berdagang. Yang harus dijaga pemerintah
adalah keselamatan jiwa, keselamatan harta dan keselamatan hak
milik yang dipandang “inviolable et sacre”™ menurut istilah
revolusi Prancis dari abad ke-18 yaitu hak milik perseorangan di
pandang suci dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

Dengan adanya kebebasan berusaha dan dilindungi hak milik

perseorangan, maka sebagai akibat dari bekerjanya motif ekonomi
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akan tercapailah, dalam proses persaingan "laisser faire, laisser
aller” artinya biarkanlah bekerja dan berjalan secara bebas.*
2. Karakteristik Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh usaha untuk mendapatkan
keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas.
Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi
kebutuhan. Pemahaman ini didasari oleh filosofi Adam Smith, bahwa
terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan
diri sendiri. Mekanisme pasar yang dimetamorfosiskan dengan tangan
ghaib (invisible hand) akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan
antara penawaran dan permintaan di pasar.’

Kapitalisme mengakui kebebasan manusia tidak bisa bebas lepas
tetapi kebebasan manusia terbatas yang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Kebebasan ini yang menjadi bagian ajaran yang berlaku universal dalam
masyarakat kapitalis.® Masyarakat kapitalis adalah masyarakat penghisapan
kaum Kkapitalis atas kerja kaum buruh, atau masyarakat kapital yang
menghisap darah manusia, dan masyarakat uang yang menimbun barang
dagangan, atau masyarakat barang dagangan yang mengejar keuntungan.

Dengan demikian, masyarakat kapitalisme itu tujuan pokoknya ialah

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dijadikan kekayaan.

* Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, ( Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 53.
> Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, ( Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 91.

® Ibid., 92.
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Kapital, uang, dan barang dagangan itu bergerak dari nafas penghisapan
atas kerja kaum buruh.Ketiga-tiganya itu merupakan tiga serangkai yang
mempunyai peranan penting dalam gerak dan kehidupan masyarakat
kapitalis. Sebab masyarakat kapitalisme tidak dapat hidup tanpa menghisap
darah buruh, tidak hidup tanpa kapital, dan tidak dapat hidup tanpa uang
serta tidak dapat hidup tanpa barang dagangan.

Penghisapan kapitalis atas tenaga kerja buruh begitu halus melalui
jalan yang sangat berliku-liku, dengan cara yang rumit sangat terselubung
dan penuh rahasia, yaitu melalui sistem kerja upahan, sistem premi, sistem
lembur, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penghisapan kapitalis terhadap
kerja kaum buruh itu sangat tidak kentara. Begitu tidak kentaranya sampai
tidak bisa dimengerti oleh kaum buruh, bahwa sebenarnya mereka itu
hidup dibawah dan di dalam cengkeraman penghisapan kapitalis.’

Norma Kkapitalis berdasarkan bahwa kebebasan kita dibatasi
kebebasan orang lain.® Maka norma merupakan konsensus yang menjadi
aturan bersama. Norma lebih sekedar ciptaan manusia dan berlaku surut
menurut ruang dan waktu. Norma sebagai nilai kemasyarakatan
membutuhkan legitimasi bersama sebagai sebuah nilai lewat jalan
mengungkapkan pendapat secara bebas. Kebebasan dalam mengungkapkan

pendapat dianggap sebagai salah satu sikap hidup kapitalis yang

" Ismail Nawawi, Pembangunan dalam Perspektif Islam, ( Surabaya: Putra Media Nusantara, 2008),

196.

® Milton Friedman, Capitalism and Freedom, ( California: The University of Chica Press, 1972), 26.
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menjunjung hak asasi manusia. Dengan kebebasan ini, mengakibatkan
tingginya persaingan diantara sesamanya dalam rangka supaya tidak
tersingkir dari pasar.

Kadangkala, orang bertindak tidak benar dalam usaha memenuhi
kebutuhan hidupnya, tetapi tindakan ini lebih diakibatkan sistem kapitalis,
yang cenderung mengkondisikan orang lain pun dalam keadaan seperti ini.
Wujud interaksi antara sesama menimbulkan pembenaran dari perilaku
yang ia alami dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan, sehingga
kadangkala tidak peduli apakah usahanya sesuai dengan moral atau tidak.
Hal tersebut sebagai dampak dalam sistem kapitalis yang cenderung
mendorong untuk berfikir opportunity dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan ekonomi.’

Dalam sistem ekonomi kapitalisme mempunyai beberapa
kecenderungan sebagai berikut:

a) Kebebasan memiliki harta secara perseorangan

Segala sesuatu yang mampu untuk digunakan mendapatkan harta

menjadi unsur yang penting dalam kapitalisme. Aturan norma

kapitalis sebagai pengontrol kehidupan materialistis ini menjadikan
masyarakat cenderung lebih memikirkan kegiatan yang lebih efektif

dalam mencari harta.’® Dialektika kehidupan kapitalis mendorong

% Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam ..., 92.
lbid., 93.
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sikap untuk mementingkan diri sendiri.** Upaya untuk memenuhi
kepentingan diri sendiri kadang kala digunakan lewat jalan
memajukan pemenuhan kepentingan masyarakat tetapi sesungguhnya
ia lakukan itu untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.*?

b) Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas
Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya pemberdayaan di
berbagai sektor ekonomi, karena dengan persaingan bebas akan
mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Persaingan bebas yang
dikembangkan oleh beberapa negara kapitalisme secara pasti telah
membawa kemajuan ekonomi, tetapi kemajuan ini telah membawa
mereka pada kehidupan yang rentan terhadap masalah sosial,
dekadensi moral, diskriminasi sosial, dan lain sebagainya.*®

c) Ketimpangan ekonomi
Dampak dari kebebasan dalam berusaha menyebabkan sumber
produksi dikuasai oleh para pengusaha yang memiliki modal besar.
Setiap keuntungan usaha mereka digunakan untuk peningkatan
kesinambungan produksi. Siklus ini yang mengakibatkan seorang
pengusaha dari waktu ke waktu bisa meningkatkan modalnya.

Sedangkan pekerja sebaliknya, dari waktu ke waktu kurang

“william Ebensten dan Edwin Fogelman, Isme-Isme Dewasa Ini (terj), ( Jakarta: Erlangga, 1994),
148.

2Adam Smith, An Inqury Into The Nature and Cause of The Wealth of Nations, ( New York: Modern
Liberty, 1937), 423.

Bwilliem Hoogendijk, Revolusi Ekonomi (terj), ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 23.
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mendapatkan penghasilan yang memadai, apalagi sejumlah
pengusaha memberikan penghasilan sama dengan besarnya konsumsi
mereka maka tidak ada sisa untuk menabung. Dengan kondisi ini,
masa depan anak keturunan pekerja tidak bisa lebih baik
kesejahteraannya.™

Maka ketimpangan ekonomi terjadi antara kaum pengusaha
dan kaum pekerja. Model kapitalisme mengarahkan modal untuk
berputar pada kalangan pengusaha.’® Beberapa pengusaha
mengeksploitasi pekerja dengan mengambil nilai tambah dari
pekerjaan mereka dengan cara pekerjaan mereka dihargai
berdasarkan atas berapa besar output produksi yang dikeluarkan.
Fenomena ini lebih memerankan pekerja sebagai mesin dari proses
produksi.*

3. Konsep Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Kapitalis
a. Hak Milik

Kapitalisme menurut Collins Dictionary, adalah sebuah sistem
ekonomi ysng didasarkan pada pemilikan pribadi atau swasta atas alat-
alat produksi, distribusi dan pertukaran. Secara luas, di dalam sistem

ekonomi kapitalisme ini alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran

Y“Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam..., 94.

>Abul A'la Al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini (terj), (
Bandung: Al- Ma'arig, 1984), 1-2.

%williem Hoogendijk, Revolusi Ekonomi (terj)..., 39.
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yang utama berada di tangan swasta ( pribadi maupun perusahaan ).
Profit motive merupakan pendorong utama segala usaha produktif dan
" mekanisme harga" menentukan apa yang akan diproduksi, berapa
banyaknya, dan dalam kondisi bagaimana.’

Di dalam kapitalisme, modal merupakan milik swasta dan
boleh digunakan dengan bebas oleh pemiliknya untuk menciptakan
laba bagi usahanya. Produksi dan perdagangan dijadikan bersifat
individualistis. Individu dan firm merupakan korporasi swasta, dengan
bantuan modal yang telah diakumulasikan sebelumnya, tetapi lebih
sering menggunakan modal pinjaman berbunga, memperoleh laba dan
membangun kerajaan bisnis atau industri bagi diri mereka sendiri
dengan cara mempekerjakan orang banyak dengan imbalan upah.*®

Hak pemilikan oleh swasta merupakan tanda utama
kapitalisme. Kapitalisme memberikan hak pemilikan penuh kepada
individu, tanpa halangan maupun beban apa pun. Individu boleh
mencari, memiliki atau memisahkan hartanya dengan cara
bagaimanapun juga yang dia inginkan. Sistem ini mempercayai
pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang

dikelola dan dikendalikan oleh indidvidu atau sekelompok individu,

dengan tujuan mendapat laba. Hak untuk memiliki harta secara tak

' Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi: Prinsip Dasar, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

355.

BIpid., 356.
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terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di sedikit
orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan
dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang
selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih
perselisihan dan akhirnya kehancuran masyarakat kapitalis.*®
b. Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur
tangan negara merupakan salah satu ciri khusus dalam perekonomian
kapitalisme. Setipa individu bebas memulai, mengorganisasi dan
mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan serta profesi apa pun
juga. Dia memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan
sebanyak berapa pun yang dia mampu dapatkan, sebagaimana dia juga
bebas membelanjakan uangnya untuk apa pun yang disukainya.
Kebebasan ekonomi tanpa batas yang seperti ini, biasanya
menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang
seperti judi dan pelacuran. Juga malpraktik bisnis dapat timbul
karenanya seperti penyelundupan, pasar gela, pencarian laba yang
berlebihan, penimbunan, spekulasi, transaksi forward, penipuan,
penindasan atau eksploitasi, pemalsuan dan sebagainya. Akhirnya,
memperoleh harta tertinggi menjadi aturan hidup sehari-hari dan nilai

sosial serta moral tinggi seperti persaudaraan, saling menolong, cinta,

¥ 1bid., 357.
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kemurah hatian, dan amanah terabaikan dan berganti menjadi
mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, kebencian, kebohongan,
dan saling tidak percaya. Kapitalisme inilah yang merupakan bagian
dari kediktatoran uang.?

Kalangan kapitalisme menganggap persaingan merupakan
mekanisme paling sempurna dalam menjalankan sebuah usaha. Pasar
bebas merupakan mekanisme yang dapat menjamin dari aktualisasi
kebebasan hak dan hak kepemilikan individu. Pasar bebas mendorong
dan melindungi hak kebebasan sampai batas kemampuan maksimal
individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Demikian juga,
sangat melindungi hak kepemilikan pribadi terhadap kebebasannya,
untuk melakukan apa saja terhadap kepemilikan pribadinya tanpa
campur tanga pemerintah. Kapitalisme menolak setiap campur tangan
dalam perekonomian, mereka berkeyakinan bahwa relasi-relasi
ekonomi didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan. Kondisi
perekonomian yang baik terjadi jika mekanisme pasar dapat
menentukan semua aspek yang berkaitan dengan ekonomi seperti
harga jual, besar gaji, kesempatan kerja, volume produksi, dan tingkat
keuntungan yang diperoleh. Kondisi sosio-ekonomis yang paling baik
terjadi, jika kebebasan tersebut diartikan dengan memberikan

kesempatan yang sama dalam kompetisi dan persaingan. Kapitalisme

2 1hid., 358.
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sangat menolak sikap monopoli dan proteksionisme yang dapat
mengganggu iklim usaha dan menjadikan usaha pada tingkat
persaingan yang tidak sehat.*
c. Eksploitasi

Hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak
pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah
secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Penindasan
ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah sudah menjadi
pemandangan sehari-hari di dalam masyarakat kapitalis. Pekerja
ditindas oleh majikan, petani diperas oleh tuan tanah, si miskin
dieksploitasi oleh si kaya, penjarahan sumber daya alam seperti
minyak dan gas bumi yang tiada berbilang jumlah dan waktunya,
rakyat ditindas oleh penguasanya, dan diatas semua itu, semua
keuangan negara dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan. Harta
adalah agama bagi setiap orang dan mendapatkannya melalui cara
yang baik atau curang menjadi persaksiannya yang berakibat setiap
orang menindas orang lain dengan tujuan mencari keuntungan

sebanyak mungkin.?

2! Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas
Ekonomi, ( Yogyakarta, UINSUKA Press, 2007), 89.

?Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi..., 360.



38

B. Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Kepemilikan

Istilah milik berasal dari bahasa arab yaitu milk. Dalam kamus
Munawwir, kata yang bersamaan artinya dengan milk ( yang berakar
dari kata kerja malaka) adalah malkan, milkan, malakatan,
mamlakatan, mamlikatan, dan mamlukatan. Dengan kata lain, milk
secara bahasa dapat diartikan "memiliki sesuatu dan sanggup bertindak
secara bebas terhadapnya™.?®

Menurut istilah, milik dapat diartikan "suatu iktisas yang
menghalangi yang lain, menurut syariah yang membenarkan pemilik
iktisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali
ada penghalang.?* Kepemilikan menurut An- Nabahan adalah suatu
ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah.?®
Sedangkan menurut Shalabi, menyatakan bahwa, sejatinya tiada ikatan
apapun antara pemilik benda dan benda yang dimiliki sebelum proses
kepemilikan.

Ibnu Taimiyah, mendefinisikan kepemilikan adalah sebuah

kekuatan yang didasari atas syariah. Kekuatan untuk menggunakan

suatu obyek walaupun kekuatan itu sangat bervariasi bentuk

ZMunawwir, A.W, Kamus Al-Munawwir "Kamus Arab-Indonesia” , ( Yogyakarta: Pustaka Progresif,

1997), 1358.

Lubis Suhrawandi K, Hukum Ekonomi Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 5.
M. Farug An- Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme,
( Yogyakarta, Ull Press, 2002), 42.
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tingkatnya.?® Sedangkan menurut Mannan, kepemilikan adalah hak
untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang
diakui dan dipelihara dalam Islam, meskipun memiliki hak miliknya
secara penuh, namun pemilik memiliki kewajiban moral untuk
menyedekahkan hartanya, karena dalam kekayaannya terdapat hak
masyarakat bahkan hewan.?’

Adapun An- Nabhani menyimpulkan, bahwa kepemilikan
adalah izin ash-shari' untuk memanfaatkan zat tertentu.?® Karena itu,
hak yang terdapat dalam kepemilikan barang tertentu bukan dari zat
atau karakter dasarnya misalnya karena bermanfaat atau tidak. Namun,
hak tersebut muncul dari adanya ash- shari' serta ketetapan-Nya yang
telah menjadi sebab kepemilikan atas barang tersebut.

Beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil
simpulan bahwa kepemilikan atas harta tidak ditentukan oleh jenis
harta yang dapat dimiliki atau pun berdasarkan pada penilaian apakah
harta itu disukai atau tidak, bermanfaat atau tidak.?® Terdapat banyak
benda, bagi sebagian orang disukai seperti daging babi, khamr

(minuman keras), uang hasil riba dan sebagainya, akan tetapi Islam

26 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts Of Ibn Taimiyah , ( United Kingdom: The Islamic
Foundation, 1988), 122.

*’Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theiry and Practice, ( Cambridge: Hodder and
Stouhton, 1986), 65.

%8 Tagiyuddin An- Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, ( Bogor: Al- Azhar Press, 2009), 117.
2 |smail Yusanto, Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, ( Bogor: Al- Azhar Press, 2009), 117.
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melarang keras untuk dimiliki sehingga harus dimengerti bahwa
penilaian manusia sangat relatif dan spekulatif. Penilaian itu bisa benar
bisa juga salah. Adapun ketentuan Allah SWT itu pasti benar karena
Dia maha mengetahui.
2. Jenis-jenis Kepemilikan
Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, berdasarkan subyeknya ada
tiga macam yaitu:*°
a. Kepemilikan Individu ( al - milkiyah al fardiyah)
Kepemilikan individu adalah hukum syariah yang berlaku pada
barang baik zat( 'ain ) maupun manfaatnya oleh orang lain seperti di
sewa, atau diambil alih dengan cara membeli. Hak kepemilikan
harta tersebut hanya diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam
Islam. Islam mengatur kepemilikan harta atas dasar kemaslahatan
sehingga keberadaan harta akan menimbulkan saling menghargai
dan menghormati. **
Hukum syariah menetapkan pula sebab-sebab terjadinya
kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk

seseorang agar dapat memiliki sesuatu, yakni:*?

**Tagiyuddin An- Nabhani, Sistem Ekonomi Islam..., 83.
$'Muhammad Nejatullah Siddigi, Aspek- aspek Ekonomi Islam, ( Solo: Ramadhani, 1991), 42.
% Ibid.
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1) Bekerja
Islam mendorong manusia untuk bekerja guna mencari karunia
Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menikmati
kesejahteraan.
2) Warisan
Harta yang awalnya terkumpul pada seseorang, setelah
bersangkutan meninggal, kemudian didistribusikan kepada ahli
warisnya atau pada bayt al-mal jika tidak mempunyai ahli waris.
3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
Apabila seseorang tidak mampu bekerja karena sakit parah
atau lanjut usia maka kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang
yang diwajibkan dalam shara' untuk menanggung nafkahnya
contoh kerabat dekat. Apabila orang yang menanggung
nafkahnya tidak ada atau ada tetapi tidak mampu untuk
menanggung nafkahnya maka nafkah orang tersebut wajib
ditanggung oleh bayt al-mal atau negara. Disamping itu, juga
mempunyai hak lain di bayt al-mal yakni zakat.
4) Pemberian harta negara kepada rakyat
Adalah pemberian negara kepada rakyat dalam rangka
pemenuhan kebutuhan mereka misalnya yang pernah terjadi pada
masa khalifah Umar bin Khattab, beliau telah memberikan

bantuan kepada para petani di lIrag, untuk menggarap tanah
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pertanian serta memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa

meminta imbalan apapun dari mereka.

Harta pemberian yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa

mengeluarkan harta atau tenaga apapun yang mencakup wasiat,

zakat, harta kompensasi ( diyat ), mahar, lugatah, dan santunan

kepada para pejabat pemerintahan karena mereka telah

meluangkan waktunya untuk melayani rakyat sehingga mereka

tidak dapat bekerja.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kerangka dari

kepemilikan individu maka kita dapat melihat pada bagan 2.1
dibawah ini.*

Bagan 2.1.
Kepemilikan Individu

/Kepemilikan Individu ( Milkiyah Fadiyah ) \

.

Sebab- sebab kepemilikan

1.
2.
3.

B

Bekerja v > 1 Menghidupkan tanah mati
Waris 2. Menggali kandungan bumi
Kebutuhan harta 3. Berburu

untuk menyambung hidup
Pemberian negara kepada rakyat
Harta yang diperoleh

tanpa kompensasi tenaga dan harta

4. Samsarah ( makelar)
5. Mudharabah

6. Musagat

7. ljaratul - Ajir

/

%Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzab Hamfara, ( Yogyakarta: Irtikaz, 2012), 318.
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b. Kepemilikan Umum ( al- milkiyah al ‘ammah)

Kepemilikan umum adalah izin dari ash-shari’ kepada masyarakat
untuk sama- sama memanfaatkan suatu benda. Jika dianalogikan dengan
perkembangan teknologi saat ini, maka kepemilikan umum atas harta
dikhusukan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi semua kaum
muslim.>*

Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam
kepemilikan umum dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:*®

a) Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai
kepentingan secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah
masyarakat akan menyebabkan perpecahan dan persengketaan
untuk mendapatkannya.®*® Rasulullah saw menjelaskan dalam
sebuah hadis bagaimana sifat kebutuhan umum tersebut. lbnu

Abbas menuturkan bahwa Nabi saw. Pernah bersabda :

(Uil 595 gl el olg) ) JWly sy SIS 30 o 3 sl5e A

*Ibid.
*Tagiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam..., 237.

%Tagiyuddin An-Nabhani, al- Nidzam al- Iqgtishadi fi al-Islam, ( Beirut: Min Mansyurat Hizb at-
Tahrir, 1963), 213.
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Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal : air, padang rumput dan api
( HR. Abu Dawud)*".
Anas meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut dengan
menambahkan : sl 4k ( dan harganya haram).® Dari hadis di
atas menjelaskan bahwa manusia memang sama-sama
membutuhkan air, padang rumput dan api, serta terdapat larangan
bagi individu untuk memilikinya. Namun, perlu ditegaskan bahwa
sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah karena
jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat.
Jika jumlahnya terbatas, seperti sumur-sumur kecil diperkampungan
dan sejenisnya, maka dapat dimiliki individu. Rasulullah saw
membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki perseorangan.
Dengan demikian, yang disebut sebagai fasilitas umum adalah
bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Jika fasilitas tersebut hilang maka manusia akan terpecah
belah dan berusaha untuk mencarinya. Karena itu, segala sesuatu
yang berhubungan dengan sarana umum, diperlukan dalam

kehidupan manusia sehari-hari dan mereka akan terpecah belah saat

%" Tagiyuddin An- Nabhani, Sistem Ekonomi Islam..., 301.
%8 Muhammad bin 'Alawy bin Muhammad al- Shawkani, Nayl al-Awthar, ( Beirut: Dar al- Fikr, 1994),

47- 48.
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kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan
kepemilikan umum.*

Selain itu yang termasuk ke dalam jenis kepemilikan umum
adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya, karena status
kepemilikannya sama, yaitu sebagai milik umum. Alat-alat yang
digunakan untuk mengeluarkan air guna kepemilikan umum yang
diambil dari mata air, sumur, sungai, danau serta alat-alat untuk
mengalirkan air, dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke
rumah-rumah, temasuk milik umum sesuai dengan status air yang
dikeluarkannya; pengalirannya dan distribusinya sampai ke rumah-
rumah masyarakat, juga milik umum kecuali jika alat-alat ini dibuat
di atas danau dan sungai yang besar seperti sungai Nil dan Eufrat
maka alat ini boleh menjadi milik pribadi dan dimanfaatkan secara
pribadi juga.

Demikian juga alat-alat pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya,
tiang-tiang penyangganya dan jaring kawatnya merupakan bagian
dari kepemilikan umum.*

Barang Tambang yang tidak terbatas

Barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

% Abdul Qadim Zalum, Sistem Keuangan Negara Khilafah , ( Jakarta: HTI Press, 2009), 88.

“lbid.
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1. Yang terbatas jumlahnya
Barang tambang yang terbatas jumlahnya boleh dimiliki
individu. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikaz
(barang temuan) sehingga dikeluarkan 1/5 bagian dari 20%
darinya.** Rasulullah saw membolehkan Bilal bin Harith al-
Mazaniy memiliki barang tambang yang sudah ada ( sejak dulu )
di bagian Hijaz. Saat itu Bilal telah meminta kepada Rasulullah
saw agar memberikan daerah tambang tersebut kepadanya. Beliau
pun memberikannya kepada Bilal dan boleh memilikinya. Jadi,
pertambangan emas, perak, dan barang tambang lainnya yang
jumlah ( depositnya ) sangat sedikit tidak ekonomis dan bukan
untuk diperdagangkan tergolong milik pribadi. Hanya saja mereka
wajib membayar khumus ( seperlima ) dari barang yang
diproduksi bayt al- Mal, baik di eksploitasi sedikit atau pun
banyak.*
2. Yang tidak terbatas jumlahnya
Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya
termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Dalil yang dijadikan dasar penetapannya adalah hadis riwayat Abu

“Tagiyuddin An- Nabhani, Sistem Ekonomi ..., 302.
*Abdul Qadim Zalum, Sistem Keuangan..., 92.
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Dawud tentang Absyad bin Hamal yang meminta Rasulullah saw
untuk mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

" Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta
(tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah
ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau,
wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan
kepadanya ? sesungguhnya engkau telah memberikan
sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Maka Rasulullah saw
bersabda: " tariklah tambang itu darinya."

( HR. Abu Dawud )*.

Tindakan Rasulullah saw meminta kembali tambang garam
yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hamal setelah beliau
mengetahui bahwa tambang garam itu depositnya sangat banyak,
merupakan dalil larangan atas ndividu untuk memiliki barang
tambang tersebut. Sebab, barang-barang seperti ini merupakan
milik seluruh rakyat.*

Larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja,
tetapi juga mencakup setiap barang tambang apa pun jenisnya,

asalkan jumlahnya seperti air mengalir maksudnya adalah sangat

*Hadits ini juga diriwayatkan oleh al- Tirmidzi, Ibn Majah dan al- Nasa'i, dishahihkan al - Tirmidzi
dan dihasankan Ibn Hibban, Al- Shawkani, Nayl al- Awthar, vol. 6, 52-53.

*Endah Kartika Sari, Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang, ( Bogor: Al- Azhar Press,

2010), 62.
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banyak seakan tidak terbatas. Ketentuan ini juga mencakup semua
jenis tambang baik tambang yang dipermukaan bumi seperti
garam, batu mulia maupun tambang yang berada di dalam bumi
seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.*’

Dengan demikian barang tambang yang jumlahnya tidak
terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat maka negara tidak
boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk
memilikinya. Negara wajib melakukan eksploitasi barang tambang
( sumber daya alam ) tersebut mewakili kaum muslim, kemudian
hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan kaum
muslim.

Adapun eksploitasi barang-barang tambang terutama yang
berada dalam perut bumi baik berbentuk cair maupun padat
memerlukan peralatan dan proses industri. Negara wajib
mengeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim
karena tergolong harta milik umum. Eksploitasinya dapat
dilakukan negara dengan peralatan dan industri yang dimilikinya
atau yang berasal dari kepemilikan umum lainnya, bisa juga

dilimpahkan kepada perseorangan ( swasta) yang menerima upah

**Abdurrahman Maliki, Politik Ekonomi Islam, ( Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 80.
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dari negara ( ijarah) atas usaha atau jasanya itu atau karena
menyewa peralatan mereka.*
c) Sumber Daya Alam yang sifatnya menghalangi dimiliki individu
Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya
dimiliki oleh perorangan termasuk milik umum, meski benda-benda
tersebut masuk ke dalam kelompok pertama dari segi sifatnya benda-
benda tersebut tidak bisa dimiliki individu misalnya air, mungkin saja
air dimiliki individu, namun jika komunitas membutuhkan maka air
tidak boleh hanya dikuasai individu. Contoh lain: jalan, sungai, laut,
danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Dan yang bisa
disamakan adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara,
lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Dapat

digambarkan pada bagan 2.2.di bawah ini :

Bagan 2.2.
Kepemilikan Umum
No | Barang Kebutuhan Barang tambang Sumber daya alam
Umum Besar
1 Sumber daya air Emas Jalan
2 Padang rumput Perak Jembatan
3 Minyak Bumi Tembaga Sungai
4 Gas Nikel Danau
5 Batu bara Bauksit Gunung
6 Uranium Bijih besi Bukit
7 Timah Laut
8 Pantai

**Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan..., 95.
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c. Kepemikan Negara ( al - milkiyah ad- dawlah)

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh
kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah;
ia bisa mengkhususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslim, sesuai
dengan apa yang menjadi ijtihadnya.”” Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada bagan 2.3.di bawah ini :

Bagan 2.3.
Kepemilikan Negara

No Kepemilikan Negara
1 Jizyah
2 Ghanimah
3 Fay'
4 ‘Ushur
5 Khumus ( seperlima ) Rikaz

Pemanfaatan Kepemilikan Umum dan Pendapatannya
Untuk pemanfaatan harta yang termasuk adalamm kepemilikan umum
tentunya rakyat yang berhak untuk mendapat kemanfaatan dari harta
tersebut sekaligus pendapatannya. Rakyat yang dimaksud adalah
mencakup seluruh individu rakyat atau seluruh elemen masyarakat baik
laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, kaya atau miskin.
Pemanfaatan harta milik umum dapat dikategorikan menjadi dua

yakni:*

“"Tagiyuddin An- Nabhani, Sistem Ekonomi Islam..., 307.

“B1bid, 96.
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1. Harta milik umum yang dapat dimanfaatkan secara langsung seperti

air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau, dan
terusan / kanal yang besar.

Harta milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dan
memerlukan biaya dan usaha yang keras untuk mengeluarkannya
seperti minyak dan gas bumi dan barang-barang tambang, karena itu,
negara yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili
kaum muslim. Kemudian menyimpannya di bayt al- Mal kaum
muslim  dan khalifah yang memiliki  wewenang untuk
mendistribusikan hasilnya.

Adapun pembagian hasil dan pendapatan harta milik umum dalam

bentuk sebagai berikut; *°

. Dibelanjakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta milik umum

seperti  bangunan, kantor-kantor, sistem pengawasannya dan
pegawainya, para peneliti, para penasihat, para teknisi, administrasi,
berbagai peralatan dan membangun industri pengeboran dan
penyulingan migas, pembangkit listrik dan stasiun-stasiunnya, dan

lain-lain.

. Dibagikan kepada individu-individu rakyat karena merekalah pemilik

harta milik umum beserta pendapatannya. Khalifah berhak

membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi dan

“lbid, 97.
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gas kepada rakyat secara gratis. Khalifah juga boleh menjual harta

milik umum kepada rakyat dengan harga yang sangat murah atau

dengan harga pasar. la juga boleh membagikan uang hasil keuntungan

harta milik umum kepada mereka.

4. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam

a. Definisi Distribusi

Menurut bahasa, kata ad-dulah dan ad- daulah adalah lafadz sinonim,
yang berakar dari huruf-huruf dal-waw-lam. Ad-dawlah merupakan suatu
ism( kata benda ) yang zatnya terus berputar, sedangkan al- dulah adalah
mashdar.®® Pendapat lain mengatakan dawala juga berarti perpindahan
sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.>* Pendapat senada mengatakan,
dulat adalah sebutan untuk benda yang sedang diputar. Kata tersebut juga
bermakna harta yang terus diputar ( didistribusikan).>®

Menurut istilah, distribusi adalah sesuatu proses peredaran yang
konstan tanpa ada hambatan. Sebagaimana harta kekayaan yang tidak
tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelintir
orang tertentu akan menimbulkan berbagai gejolak yang disebabkan
ketidakmerataan. Menurut konsepsi ekonomi Islam, hendaknya harta terus

bergerak dan bersirkulasi secara merata diantara manusia melalui

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, Terj. Masdar Hilmy, ( Bandung: Gema Risalah Press,
1996), 369.

*IM. Fahim Khan, Essay in Islamic Economics, ( Leicester: The Islamic Foundation, 1995), 35.

2|pid .
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mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya ( value
added ) sehingga dinikmati oleh banyak orang.>® Sirkulasi kekayaan secara
merata ( keseimbangan ekonomi) dalam konsep ekonomi Islam tidak
berarti penyamarataan kuantitas kekayaan pada tiap individu karena
perbedaan alamiah pasti tidak ada. Keseimbangan juga tidak dapat dilihat
dari perhitungan GNP, GDP atau perhitungan lain secara makro. Akan
tetapi, keseimbangan ekonomi dalam masyarakat menurut pandangan Islam
adalah pada setiap individu-individu tanpa kecuali dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya seperti tercukupinya pangan, sandang dan papan
mereka secara layak meski ada beberapa perbedaan yang tidak mencolok
diantara individu masyarakat. Hal inilah yang pernah terjadi pada masa
Umar bin Khattab. Umar rela memanggul sendiri sekarung gandum untuk
diberikan kepada individu rakyatnya karena ia menyadari meski terdapat
seorang individu pun menjadi tanggung jawabnya.>

Islam mewajibkan berputarnya kekayaan terjadi pada semua anggota
masyarakat dan mencegah terjadinya berputarnya kekayaan hanya pada

segelintir orang.>

%37aki Fuad

Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, ( Jakarta: Erlangga,

2009), 48.
*|smail Yusanto, Pengantar Ekonomi Islam, ( Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 167.

% |bid, 168.
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Allah SWT berfirman:

1,350 L2 8140 s 4,048 290 2367 g gw RN (RIRR RN 1

" Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa
yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."( QS. Al- Hasyr 59: 7).
b. Mekanisme Distribusi
Distribusi kekayaan merupakan upaya yang memiliki pengaruh
secara ekonomis, sedangkan mekanismenya bisa terjadi dengan
berbagai mekanisme baik ekonomis maupun non ekonomis. Untuk
mempermudah memahami mekanisme distribusi secara jelas akan

digambarkan pada bagan 2.4. di bawah ini :*’

*® Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan ..., 546.
SDwi CondroTriono, Ekonomi Islam Madzab..., 394.
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Bagan 2.4.
Mekanisme Distribusi
Seluruh Harta Kekayaan

— ] T

Kepemilikan Individu Kepemilikan Umum Kepemilikan Negara
Dikelola Individu Dikelola Negara Dikelola Negara
<« > 4« «— >

Ekonomis Non Ekonomis Ekonomis NonEkonomis Ekonomis  Non Ekonomis

! ! !

Pasar syariah Zakat Pasar syarlah Distribusi Pasar syariah Distribusi
Sedekah langsung langsung
Nafkah pada rakyat pada rakyat
Hadiah
Hlbah

Baitul Mal :
v 1. Kas kep&milikan individu
Distribusi 2. Kas kepemilikan umum
antar individu 3. Kas kepemilikan negara

Distribusi oleh negara

m

/Penyelenggaraan \

kebutuhan pokok
Pemenuhan kebutuhan individu: sandang, negara membangun
pokokmasyarakat pangan , papan infrastruktur, industri
:pendidikan, berat, industri
kesehatan, keamanan strategis, dan lain-

\Iain /

Jika dicermati bagan diatas, maka dapat dipahami bahwa harta

kekayaan yang ada di dunia menurut ekonomi Islam terbagi menjadi tiga yaitu
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kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.® Untuk
distribusi antar individu dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Distribusi antar individu secara ekonomis
Adalah terjadinya proses distribusi antar individu di dalam pasar
syariah. Pasar syariah adalah semua transaksi antar individu yang berkaitan
dengan barang dan jasa yang dilakukan di pasar tersebut dengan mekanisme
yang sesuai aturan Islam. Penggunaan istilah secara ekonomis dimaksudkan
transaksi yang dilakukan dalam rangka mengembangkan harta yang
dimilikinya. Bidang kepemilikan tersebut meliputi pertanian ( az- ziro'ah ),
perdagangan ( at- tijaroh ), industri ( ash - shina'ah ), investasi (asy- syirkah),
dan ketenagakerjaan ( ijaratul-ajir ).
2. Distribusi antar individu secara non ekonomis
Adalah terjadinya distribusi antar manusia yang muncul karena adanya
dorongan untuk memperoleh pahala tanpa motif ekonomi, seperti zakat, infaq,
hadiah, hibah dan sebagainya.
3. Distribusi oleh negara
Adalah adanya peran negara baik secara ekonomis ( melalui
mekanisme syariah ) maupun non ekonomis dalam pendistribusiannya.
Kebijakan penyusunan anggaran negara dikelola oleh Bayt al- Maal.
Adapun perbedaan antara konsep penyusunan APBN dengan konsep

penyusunan Bayt al- maal adalah sebagai berikut:

% |bid, 393.
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Prinsip dasar penyusunan APBN dalam ekonomi kapitalis
Prinsip yang paling mendasar antara APBN dalam ekonomi Kkapitalis
dengan Bayt al- maal adalah menyangkut sumber-sumber utama
pendapatannya dan alokasi pembelanjaannya. Menurut ekonomi kapitalis,
sumber utama pendapatan berasal dari pajak yang dipungut dari rakyatnya,
sedangkan pengeluaran belanja utamanya hanya untuk membiayai
kebutuhannya sendiri seperti administrasi negara, operasi departemen
pemerintah, pertahanan, keamanan dan sebagainya. Disamping itu,
belanjanya digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan
pembangunan fasilitas umum seperti membangun jalan, jembatan, waduk,
sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.>®
Prinsip dasar penyususnan Bayt al- maal dalam ekonomi Islam
Sumber-sumber penerimaan Bayt al-maal tidak mengandalkan pajak,
bahkan sedapat mungkin untuk tidak memungut pajak dari rakyat. Sumber-
sumber utama pendapatan Bayt al- maal terbagi menjadi tiga :*°
1) Dari sektor kepemilikan individu, seperti zakat, shadagoh, hibah, dan
sebagainya. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta
yang lain.
2) Dari sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi dan

gas, batu bara, kehutanan, dan sebagainya.

% Ibid, 402.
% hid.
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3) Dari sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fay’,
‘ushur, dan sebagainya.

Seorang kepala negara ( khalifah ) dalam sistem ekonomi Islam

mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran belanjanya

tanpa harus meminta pertimbangan dan persetujuan dari majlis ummat.
c) Kaidah pembelanjaan Bayt al- maal

Kaidah-kaidah pembelanjaan anggaran dari kas Bayt al- maal yang harus

dijadikan pegangan dan diikuti oleh khalifah adalah sebagai berikut:®*

1. Khusus harta bayt al-maal yang berasal dari zakat, maka pos
pengeluarannya wajib diberikan hanya kepada 8 golongan ( ashnaf)
sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an.

2. Pos pembelanjaan bersifat wajib dan tetap dari Bayt al- maal untuk gaji
yaitu pegawali, hakim, tentara, dan sebagainya.

3. Pos pembelanjaan bersifat wajib dan tetap dari Bayt al- maal untuk
keperluan jihad dan Peri‘ayahan fakir miskin.

4. Pos pembelanjaan untuk kemaslahatan umum bersifat wajib, seperti
pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, air dan
sebagainya.

5. Pos yang bersifat kondisional yaitu menanggulangi terjadinya musibah
atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, paceklik, longsor dan

sebagainya.

®1Tagiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi ..., 320.
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6. Pos pembelanjaan untuk pembangunan kemaslahatan rakyat yang
bersifat tidak wajib seperti penambahan sarana yang sudah ada.

Contoh sederhana pengeluaran kas Bayt al- maal sesuai dengan sektor-

sektornya adalah sebagai berikut:®

a. Sektor kepemilikan individu, khusus zakat diberikan hanya kepada 8
golongan sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat
60 vyaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharim, rigab, fii
sabilillah, ibn sabil. Sedangkan infag dan shadagah
pendistribusiannya diserahkan kepada ijtihad khalifah yang
semuanya ditujukan untuk kemaslahatan umat.

b. Sektor kepemilikan umum, pengeluarannya digunakan untuk
kepentingan biaya administrasi dan eksplorasi sumber daya alam,
membagikan sumber daya alam secara langsung kepada masyarakat,
dan sebagian dari kepemilikan umum untuk biaya jihad dan
perlengkapannya.

c. Sektor kepemilikan negara, pengeluarannya diserahkan kepada
ijtihad khalifah untuk kepentingan negara dan kemaslahatan rakyat.

d) Aplikasi pengeluaran kas Bayt al- maal
Pengeluaran kas Bayt al- maal yang paling utama digunakan untuk
menjamin kebutuhan pokok individu berupa sandang, pangan, dan papan.

Sesuai dengan prinsip dasar politik ekonomi Islam, tugas ekonomi negara

%2 1hid, 320.
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dikatakan telah berhasil jika sudah tidak ditemukan lagi warga negara
meskipun satu orang saja yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh
karena itu, dalam pandangan ekonomi Islam, ukuran kenaikan
pertumbuhan penduduk tidak dapat dijadikan patokan keberhasilan
pembangunan ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan rakyat adalah bagian dari
pengurusan ( ri‘ayah ) negara kepada warganya, dalam hal ini tentu
khalifah bertanggung jawab penuh sebab penguasa ( pemimpin ) akan
dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT sebagaimana sabda

Rasulullah saw:

45 F dagasns ¢l oYl

" seorang imam ( pemimpin ) adalah penggembala ( pelayan ), dia akan
dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh rakyat yang dilayaninya
" ( HR. Bukhari dan Ahmad ).%
c. Hambatan- hambatan Distribusi
Adapun hambatan- hambatan yang menghalangi pemerataan distribusi
ditengah-tengah masyarakat, antara lain:
1) Penimbunan emas dan perak
Uang adalah alat tukar antara harta yang satu dengan yang lain, antara

harta dengan tenaga, dan tenaga yang satu dengan yang lain. Jika uang

®Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam madzab Hamfara..., 410.
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yang beredar ditarik dari pasar sehingga sulit diperoleh masyarakat
maka yang terjadi adalah pertukaran tidak akan berlangsung dan roda
perekonomian akan terhenti.

2) Pemberlakuan uang tanpa jaminan
Mata uang yang layak digunakan adalah emas ( dinar ) dan perak
(dirham) atau bentuk lain dengan jaminan emas. Mata uang kertas atau
flat money yang tidak dijamin atau tidak dapat ditukar dengan emas
dan perak tidak dapat dijadikan sebagai mata uang karena sifatnya
berubah sewaktu-waktu dan memicu spekulatif. Emas dihargai,
sebagai komoditi dengan daya jual tinggi karena investor dari seluruh
penjuru dunia memburu dan menginginkannya sebagai alat investasi.**
Suatu saat uang beredar dalam jumlah berlebih dan pada saat lain
dalam jumlah minimal karena dipicu aksi jual dan simpan secara
besar-besaran, maka sejalan dengan larangan penimbunan emas dan
perak serta larangan melakukan praktik jual beli mata uang secara
tidak kontan. Diharapakan uang bisa beredar di masyarakat sebagai
alat tukar bukan komoditi.

3) Hubungan luar negeri
Sistem ekonomi Islam telah mengatur negara untuk tidak melakukan

kesepakatan dan perjanjian dengan pihak asing dalam melakukan

% M. Luthfi Hamidi , Gold Dinar : Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan, (Jakarta:
Senayan Abadi Publishing, 2007), 82.
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investasi dan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam yang

ada di dalam negeri. Pelanggaran terhadap aturan ini jelas akan

berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri dan akan
mengakibatkan terjadinya pengerukan kekayaan sumber daya alam
serta terjadinya kemiskinan secara menyeluruh.

5. Konsep Peran negara dalam Ekonomi Islam

Islam mengakui adanya kepemilikan individu dan setiap orang bebas
mengoptimalkan kreativitasnya serta memberi otoritas kepada pemiliknya
sesuai dengan batasan yang ditetapkan Allah SWT. Namun, kebebasan yang
diberikan itu terkadang disalahgunakan untuk sebagian orang misalnya dalam
bentuk pengambilan riba, perilaku monopoli, dan aktivitas sejenisnya.

Jika aktivitas ini terjadi maka pemimpin negara diperbolehkan
melakukan intervensi sebelumnya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
menghentikan perilaku yang mengancam hak dan kesejahteraan hidup
masyarakat, sebab tugas pemerintah dalam perekonomian adalah mengawasi
faktor utama penggerak ekonomi, menghentikan muamalah yang diharamkan,
mematok harga apabila diperlukan.®®

Negara memiliki tugas untuk mengupayakan dalam menegakkan

kewajiban, dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan

®Tagiyuddin An-Nabhan, Sistem Ekonomi Islam..., 55.
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khususnya dosa besar seperti riba, perampasan hak, pencurian dan
kedzaliman kaum kuat terhadap kaum lemah.®®

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan
adalah kebijakan fiskal dan anggaran belanja. Kebijakan tersebut bertujuan
untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi
kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan
spiritual pada tingkat yang sama.®’

Negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup yang dapat
mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki yakni agama ( diin ) yang
merupakan pokok ( fondasi ) sebuah bangunan, sedangkan negara adalah
penjaganya. Setiap bangunan tanpa pondasi akan tumbang, begitu juga
bangunan tanpa adanya penjaga akan sia-sia.®®

Islam memandang bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas
kemaslahatan umat dengan terwujudnya keadilan bagi semua umat. Sebab,
kemaslahatan umat bagian dari syari‘at Islam, sebagaimana firman Allah

SWY dalam surat An- Nahl ayat 90:

Al

C"°
C.E\
\p—

% yusuf Qardhawi, Etika dan Moral Ekonomi Islam,( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 155.
%" Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory..., 124.
%8 Al- Ghazali, al- Iqtishad Fi al- I'tigad, ( Libanon: Dar al-Kutub al- lImiyah, 1988), 149.
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"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan Kkeji,
kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran ".( QS. An- Nahl (16): 90).%°

Diantara keadilan itu adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab terhadap segenap anggota masyarakat

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk diurus oleh pemerintah.

Bayt al- maal bertindak sebagai penyangga ekonomi rakyat dan harus

disubsidikan kepada fakir, para jompo, anak-anak yatim dan para penganggur

yang tidak mendapat pekerjaan. Mereka ini harus mendapat hak tetap dari kas
bayt al-maal. Hak mereka disesuaikan dengan kebutuhan mereka dari
mendapatkan haknya, bahkan para petinggi otoritas keuangan pun tidak
berhak menghalangi mereka dari mendapatkan haknya, sedangkan para
petinggi negara tidak lantas mempunyai hak lebih dibandingkan mereka.

2) Bertanggung jawab kepada nafkah masyarakat yang tidak mampu

Dalam tulisan Khalid bin Walid saat berdamai dengan penduduk Hirah

terdapat suatu kesanggupan: " Dan pada mereka, kami memberi suatu

kesanggupan: siapa saja yang telah tidak mampu bekerja, atau terkena
bencana, maka kami bebaskan dari jizyah. Orang itu juga keluarganya
ditanggung kesejahteraannya dari kas bayt al- maal, selama mereka mau

menempati area Hirah".

% Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahannya..., 277.
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3) Bertanggung jawab terhadap stimulasi ekonomi rakyat

Suhal bin Abi Shalih meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz
pernah mengirim surat kepada penguasa Irak, yakni Abdul Hamid bin
Abdurrahman agar memberikan hak rakyat. Abdul Hamid lalu berkirm surat
kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz yang isinya apa yang engkau tugaskan
sudah kami laksanakan, tapi kas bayt al- maal masih ada. Umar lalu berkirim
pesan lagi: jika ada perawan yang hendak kawin, maka berikanlah mas kawin
dan kawinkanlah mereka. Abdul Hamid mengirim surat bahwa ini pun telah
kami laksanakan dan kas bayt al- maal masih ada. Umar lalu berkirim
instruksi: lihatlah dan jika terdapat pembayar jizyah telah tak mampu
menggarap buminya, maka berilah dana yang bisa dibuat menggarap
buminya. Sebab, kita tidak hanya membutuhkan mereka setahun atau dua
tahun.

. Perbedaan Konsep Kepemilikan dan Distribusi Antara Sistem Ekonomi
Kapitalis dengan Ekonomi Islam

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis
adalah sebagai berikut :

Pertama, pandangan ekonomi kapitalis dalam konsep kepemilikan
yaitu tidak ada batasan bagi seorang individu untuk memperbanyak harta
dan bagaimana cara memperolehnya yakni dibolehkan memperoleh harta
sebanyak-banyaknya dengan segala cara selama tidak mengganggu

kebebasan orang lain, inilah yang disebut dengan prinsip kebebasan yang
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menurut ekonomi kapitalis dapat memberikan nilai tambah.” Sedangkan
menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan dari segi jumlah tidak dibatasi
namun cara memperoleh harta harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid yang
membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah,”* yakni bagi muslim halal
dan haram adalah standar dalam hidupnya.

Di dalam sistem ekonomi kapitalis dikenal kebebasan kepemilikan
yakni setiap usaha yang dipergunakan sesuai dengan kepentingannya
diperbolehkan asal tidak mengganggu kepentingan negara. Dari kebebasan
tersebut muncul ketimpangan ekonomi dimana sebagian besar sumber
produksi dikuasai oleh para pengusaha yang memiliki modal bahkan terjadi
privatisasi terhadap aset-aset negara.”

Di dalam sistem ekonomi Islam memandang bahwasanya jenis
kepemilikan terbagi menjadi:

1) kepemilikan individu, ( private property ),
2) kepemilikan umum ( public property ),
3) kepemilikan negara ( state property ).
Dalam pandangan ekonomi Islam kepemilikan umum tidak boleh

dirubah menjadi kepemilikan individu atau kepemilikan negara.”

" Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, ( Yogyakarta: ekononisia, 2004), 95.

™ Abul A'la Al-Maududi, Economic System of Islam, ( Lahore: Islamic Publication Limitedd ( PVT),
1984), 83.

"2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam ( terj ) Jilid I, ( Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
100.

7 Adnan Khan, Kapitalisme di ujung Tanduk, ( Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), 86.
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Kedua, perbedaan konsep pengelolaan kepemilikan harta baik dari
segi nafkah maupun upaya pengembangan kepemilikan. Menurut sistem
ekonomi kapitalis, harta yang telah dimiliki dapat dipergunakan (konsumsi)
atau dikembangkan ( investasi ) secara bebas tanpa memperhatikan aspek
halal dan haram serta bahayanya bagi masyarakat. Dengan kata lain,
sesuatu itu dalam perspektif ekonomi kapitalis tetap dianggap memiliki nilai
guna ( utility value ) selama masih ada orang yang menginginkannya. *

Sebagai contoh, narkoba dan film porno dalam perspektif mereka,
dianggap sebagai barang ekonomi, karena masih diinginkan sebagian orang,
oleh sebab itu dianggap mempunyai nilai guna sehingga tetap diperbolehkan
untuk diproduksi, dikonsumsi bahkan didistribusikan,”

Contoh lain, membeli dan mengonsumsi minuman keras ( khamr ) adalah
sesuatu yang dibolehkan, bahkan upaya pembuatannya dalam bentuk
pendirian pabrik-pabrik minuman keras dilegalkan dan tidak dilarang.

Sedangkan menurut ekonomi Islam harta yang telah dimiliki,
pemanfaatan ( konsumsi ) maupun pengembangannya ( investasi ) wajib
terikat dengan ketentuan halal-haram.”® Dengan demikian membeli,
mengkonsumsi barang-barang yang haram tidak diperbolehkan, termasuk

upaya investasi berupa pendirian pabrik barang-barang haram juga dilarang,

™ Hafidz Abdurrahman, Mugaddimah Sistem Ekonomi Islam, Bogor: Al-Azhar Press, 2014), 30.
™ Ibid, 32.

’® Mustafa Kemal, Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai, ( Jakarta: Fakultas Ekonomi
Ull, 1997), 115.
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oleh karena itu, memproduksi, menperjualbelikan, mengkonsumsi dan
mendistribusikan minuman keras ( khamr ), narkoba, film-film porno dan
sebagainya adalah sesuatu yang diharamkan atau dilarang dalam sistem
ekonomi Islam.

Ketiga, perbedaan dalam hal pendistribusian kekayaan ditengah
masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme haraga ( pasar )
memegang peranan sangat penting dan sangat menolak peranan negara
secara langsung dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Adam
Smith berpendapat bahwa keseimbangan pasar dikarenakan manusia
mementingkan diri sendiri.”” Mekanisme harga ( pasar ) dengan invisible
hands-nya’ akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalis akan mengabaikan
setiap orang yang tidak mampu mengikuti mekanisme pasar dengan baik,
dan hanya orang yang mampu mengikuti mekanisme pasar maka dia akan
merasa hidup.

Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yakni Islam
menjamin tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan
rumah bagi setiap orang serta menjamin distribusi kekayaan dan sumber-
sumber ekonomi yang adil dan merata diantara semua penduduk. Islam

tidak mentoleransi adanya disparitas yang lebar antara si miskin dan si kaya,

""Heri sudarsono, Konsep Ekonomi Islam..., 91.
"8paul- Heinz Koeters, Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia (terj), ( Jakarta: Gramedia, 1988), 9.
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berupaya menghapuskan konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.
Untuk menjembatani celah antara kelompok kaya dan miskin serta
menjamin distribusi kekayaan yang merata, Islam mengambil berbagai
langkah seperti zakat, sedekah, warisan dan sebagainya. Untuk mencegah
terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, aturan ekonomi
Islam telah menerapkan berbagai aturan seperti mengharamkan riba,
malarang perolehan harta secara haram seperti mencuri, jual-beli barang

haram, melarang penimbunan harta dan sebagainya.”

" Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam..., 361.
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BAB 111

DATA PENELITIAN

Metode penelitian menjadi salah satu faktor penting terciptanya keakuratan

dari sebuah hasil penelitian. Adapun data penelitian ini diuraikan dalam sub-sub bab

dibawah ini :

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Penelitian

kepustakaan ini memiliki ciri-ciri antara lain:

a)

b)

d)

Penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka bukan
dengan lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-
benda lain.

Data bersifat siap pakai maksudnya peneliti tidak pergi kemana-mana,
kecuali berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di
perpustakaan.

Data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder dalam
artian bahwa peneliti mendapatkan data dari tangan kedua bukan
orisinil dari tangan pertama di lapangan.

Kondisi data di perpustakaan tidak terbagi oleh ruang dan waktu.!
Berdasarkan ciri tersebut, penelitian ini dilakukan di perpustakaan

yang mengkoleksi data-data mengenai pemikian ekonomi kapitalis

"Mustika Zed, Metode penelitian Kepustakaan, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 4-5.
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dan Islam terutama berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas
bumi.
B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis
data library reserch yaitu kegiatan yang meliputi mencari literatur,
melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang akan diteliti.> Dokumen dapat
diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang
diteliti. Hasil dari penelitian disesuaikan dengan bagan, gambar yang
berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi.

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang
berarti metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan
mengandung makna. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang datanya
diuraikan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik
statistik.’

C. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunankan
metode hermeneutik.* Hermeneutik pada dasarnya adalah sebuah metode atau
cara menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan

sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya.

2 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (
Yogyakarta: ANDI, 2010), 169-170.

*Ibid, 26.
* E. Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, ( Yogyakarta: Kanisius, 2003), 23.
SFaridEsach, Liberation & Pluralism, ( Oxford: One Word, 1997), 61.
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Penelitian ini digunakan ketika kita berhadapan dengan suatu karya
ataut eks yang terdapat jarak baik jarak bahasa, jarak konsep, jarak waktu dan
jarak geografis. Adanya jarak inilah yang menyebabkan tidak bisa langsung
memahami konsep yang terdapat dalam teks tersebut.® Oleh karena itu,
kerangka yang dipakai dalam penelitian ini berusaha untuk memahami dan
menafsirkan teks berupa data-data yang berkaitan dengan pengelolaan minyak
dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi
pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Penelitian ini
termasuk dalam penelitian kajian pustaka karena penelitian ini didasarkan
pada data-data kepustakaan yang represetatif dan relevan dengan obyek studi.
Sumber data primer penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan
dengan teori kepemilikan dalam ekonomi kapitalis dan Islam antaralain Al-
Nizam al-Igtishadi fi al Islam karyaTaqgiyuddin An-Nabhani, Al-Amwal fi
Dawlah al-Khilafah oleh Abdul Qadim Zallum.

Adapun sumber-sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh
dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan,
dan laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan

maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah

®Khozin Affandi, Hermenutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik, ( Surabaya: Pasca Sarjana
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 54.
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literatur yang ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan teori kepemilikan
dalam ekonomi kapitalis dan Islam seperti jurnal, buku, majalah atau buletin
yang memuat data indeks atau referensi yang memuat data indeks, statistik,
data dari media online dan lainnya.
E. TeknikPengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data dapat
diperoleh dengan selected index reading dan dokumentasi yaitu:
a. Selected Index Reading
Selected index reading dengan cara memahami daftar isi literatur atau
melalui index tentang kata-kata dalam literatur itu.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara membaca, mengkaji, mempelajari dan
mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian ini yaitu, pengelolaan minyak dan gas bumi dalam
sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.
F. Teknik Analisis Data
Penelitian menggunakan analisis data model analisis Philip Mayring.
Kerangka kerja analisis ini mengembangkan aspek interpretatif, kategori
terdekat dengan materi kemudian merumuskannya dengan istilah-istilah dari

materi tersebut. Analisisis kualitatif ini mengembangkan prosedur kategori
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induktif yang diorientasikan pada proses reduktif yang diformulasikan dalam

pemrosesan teks .’

" Ismail Nawawi, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: Dwi Pustaka Jaya, 2012), 384.
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis
dan Ekonomi Islam
Sektor migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara
juga sebagai sektor pemenuhan kebutuhan rakyat akan energi menjadi sektor
yang sangat penting karena sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi dan
energi nasional.! Dalam perkembangan pengelolaannya, sebelum tahun 2001
tata kelola migas diatur oleh UU No.8 Tahun 1971, pemerintah sebagai satu-
satunya perusahaan negara yang berusaha melaksanakan pengusahaan migas
mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan
serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu yang bertugas dan melayani
kebutuhan bahan bakar dalam negeri.
Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah Production sharing contract
( PSC ) karena sektor migas merupakan sektor yang padat modal ( Capital
Intensive ) dan beresiko tinggi ( hight risk )* juga memerlukan teknologi yang
tinggi sehingga perlu bekerja sama dengan pihak lain, tetapi pihak lain yang
dimaksud hanya berperan sebagai kontraktor yang memperoleh bagi hasil

dengan prosentase tertentu.

! Ewo Raswa, et al., Surviving Crisis: A Quest For Prosperity Indonesia's Economic Review 2004-
2012, (Jakarta: Indonesia Finance Today, 2012), 112.

2 Sutadi Pudjo Utomo, Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contract Indonesia, ( Jakarta:
Reforminer Institute, 2010), 254.

¥ Budi R. Minulya, " Outlook Migas 2013: Menggantung Asa Pada UU Revisi", Majalah Indonesian
Petroleum Magazine, Edisi VI, ( 20 Januari-20 Februari 2013),.
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Dalam perkembangannya undang-undang No. 8 tahun 1971 ini, tidak
dapat diterapkan, sebab diganti dengan undang-undang nomor 22 tahun 2001,
dalam proses penggantian UU ini dianggap terdapat campur tangan asing
(IMF)* yang bersedia memberikan dana dengan ketentuan pemerintah mau
untuk menjalankan agenda reformasi ekonomi diantaranya reformasi sektor
energi, yang secara khusus reformasi harga energi dan lembaga pengelola
energi, dengan disahkannya UU ini maka sistem monopoli migas yang
berlaku bagi pemerintah telah dihapuskan, dan berganti dengan sistem
ekonomi neoliberalisme.

Liberalisasi migas merupakan syarat pemberian utang oleh bank
dunia. Dokumen Indonesia Country Strategy ( World Bank ) menyebutkan

bahwa " utang-utang untuk reformasi kebijakan memerintahkan sejumlah
langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi belanja publik, belanja subsidi khususnya pada migas
yang cenderung regersif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut
jatuh ke tangan orang kaya. Dengan demikian maka sangat jelas bahwasanya
liberalisasi energi telah berlangsung secara sistematis.

Maka, kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu adanya
kebebasan secara penuh bagi individu untuk menguasai, mengelola dan

memiliki sumber daya alam, tanpa ada halangan apa pun, dan dengan cara

bagaimanapun. Dalam konsep sistem ekonomi kapitalis penguasaan minyak

* Djauhari Effendi, " UU Migas Baru Harus Steril Kepentingan Asing ", Majalah Global Energi, Edisi
X111 Tahun 1, ( 10 Desember - 10 Januari 2013), 21.
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dan gas bumi dapat dimiliki individu yang memiliki modal besar sehingga
pengelolaan minyak dan gas bumi ini bisa dengan mudah dilakukan oleh
individu, swasta atau pun asing sehingga keuntungan yang diperoleh adalah
untuk kepentingan individu, swasta atau asing, ini dapat dilakukan sebab
prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis adalah memberikan hak kebebasan
bagi individu atau swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya.
Sedangkan, menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan ada tiga

yaitu:®

1) kepemilikan individu,

2) kepemilikan umum,

3) dan kepemilikan negara.

Dalam hal ini, minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum
sehingga pengelolaan minyak dan gas bumi harus dilakukan oleh negara
mulai dari pengeboran hingga dapat dikonsumsi oleh rakyat dan keuntungan
yang didapat harus digunakan untuk kesejahteraan warganya. Oleh sebab itu,
pengelolaan minyak dan gas bumi tidak boleh diserahkan kepada swasta atau
asing secara mutlak, sebab didasarkan kepada sabda Rasulullah saw yang
artinya kaum muslim bersekutu ( memiliki hak yang sama ) dalam tiga hal:

air, padang dan api ( HR. Abu Dawud ).°

® Tagiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, ( Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 83.
® Ibid., 301.
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Dalam pandangan ekonomi Islam, masalah migas sangat terkait
dengan pilar utama sistem ekonomi Islam, yaitu sistem kepemilikan. Migas
merupakan sumberdaya alam yang melimpah sehingga masuk dalam kategori
barang milik publik ( al- milkiyah ‘ammah ) yang pengelolaannya harus
diserahkan kepada negara dan seluruh hasilnya harus dikembalikan kepada
rakyat. Dengan demikian pengelolaan migas tidak boleh diserahkan kepada
swasta apalagi asing. Eksplorasi dan eksploitasi migas yang termasuk barang
tambang yang tidak dihitung jumlahnya harus dilakukan oleh negara atas
nama rakyat sebagai pemiliknya untuk dikelola dalam rangka memakmurkan
kehidupan rakyat. Sebagaimana hadits Rasulullah saw:’

(A& alla ) 5350 sl a6l 55 Jlall g oLl g oSN b0 DG A 6lS 58 il
" Kaum muslim berserikat pada tiga hal : air, padang rumput dan api " ( HR.
Abu dawud, Ahmad, Ibn Majah )

illat kepemilikan dari hadits tersebut adalah jumlah yang besar (
sesuatu yang bersifat bagaikan air yang mengalir ). Berdasarkan hadits diatas
maka, sumberdaya energi yaitu migas termasuk dalam kepemilikan umum
karena dua aspek yaitu migas termasuk dalam kata api ( sumber energi ), dan
migas merupakan hasil dari minyak bumi yang tersedia dalam jumlah besar,
karena sumberdaya energi ( minyak bumi, gas alam, batubara, nuklir,
geotermal) termasuk dalam kepemilikan umum maka aktivitas pertambangan

sumber daya energi merupakan industri milik umum.

" Muhammad bin ‘alawy bin Muhammad al- Shawkani, Nayl al- Awthar, ( Beirut: Dar al- Fikr, 1994),
vol. 6, 1649.



79

Kepemilikan terhadap industri meliputi kepemilikan atas modal; alat
produksi; bahan baku; pengelolaan; hasil produksi termasuk dalam pengaturan
distribusi oleh negara. Dalam konsep ekonomi Islam, pemilik dari industri
milik umum adalah umat ( rakyat ). Negara mewakili rakyat dalam
kepemilikan industri milik umum, karena itu, pada industri milik umum,
negara sebagai wakil umat harus memiliki modal, alat produksi, dan bahan
baku, serta hasil produksi. Dengan demikian, industri yang bergerak di sektor
kepemilikan umum harus berupa Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) sebab
keterlibatan swasta dalam kepemilikan industri milik umum tidak dibenarkan.

Industri milik swasta dapat dilibatkan dalam pengelolaan kepemilikan
umum hanya dalam konteks ijarah ( kontrak kerja ). Dalam hal ini, BUMN?®
yang menangani industri milik umum mengontrak industri swasta hanya
untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak, bukan memilki
hasil produksinya, misalnya BUMN mengontrak industri swasta untuk
mengebor minyak bumi yang selanjutnya dibayar untuk pekerjaan tersebut.

Pendanaan ( modal ) termasuk bagian dari kepemilikan. Kerana itu,
pendanaan swasta atau asing bagi industri sumberdaya energi baik eksplorasi
maupun eksploitasi tidak dibenarkan. Pendanaan semua industri milik umum

(termasuk industri energi) secara integral, masuk dalam anggaran negara (bayt

8Marzuki, Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional, Edisi 2, ( Jakarta: Mitra Wacana Media,
2010), 256.
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al-maal) dari sektor kepemilikan umum. Semua hasil dari industri milik
umum, langsung dimasukkan kedalam bayt al-maal ( anggaran negara ).’

Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam, negara harus
mendanai semua industri milik umum dan menerima secara penuh semua
penghasilan dari industri-industri tersebut, sekedar sharing keuntungan.
Sebagian industri milik umum yang menanggung pemenuhan kebutuhan
pokok umum masyarakat harus mengalami defisit "cash flow" vyaitu
pengembalian dana ke anggaran negara lebih kecil dari pada pendanaan
negara untuk industri tersebut. Namun hal ini, dapat ditutup dengan adanya
pemasukan dari sektor industri milik umum lainnya yang tidak menanggung
beban pemenuhan kebutuhan pokok umum. Secara keseluruhan negara harus
mengatur supaya pengelolaan keseluruhan industri milik umum mampu
menghasilkan " positif cash flow " yaitu memberikan keuntungan bersih bagi
anggaran negara yang kemudian digunakan untuk mendanai berbagai
pemenuhan kebutuhan pokok umum seperti pendidikan, pelayanan kesehatan,
dan pembangunan sarana-prasarana umum.

B. Perbedaan Mendasar Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Antara Sistem

Ekonomi Kapitalis Dengan Sistem Ekonomi Islam
Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis adalah
sebagai berikut :

Pertama, prinsip dasar sistem ekonomi Kkapitalis, dalam konsep

kepemilikan yaitu prinsip kebebasan, yang menurut ekonomi kapitalis dapat

% Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Mdzab Hamfara Jilid 1, ( Yogyakarta: Irtikaz, 2012), 404.



81

memberikan nilai tambah.’® Sedangkan, menurut sistem ekonomi Islam,
kepemilikan harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid maknanya kebebasan
itu diatur oleh syara’

Kedua, perbedaan konsep pengelolaan kepemilikan harta baik dari
segi nafkah maupun upaya pengembangan kepemilikan. Menurut sistem
ekonomi kapitalis, harta yang telah dimiliki dapat dipergunakan ( konsumsi
) atau dikembangkan ( investasi ) secara bebas tanpa memperhatikan aspek
halal dan haram serta bahayanya bagi masyarakat. Sedangkan menurut
ekonomi Islam harta yang telah dimiliki, pemanfaatan ( konsumsi ) maupun
pengembangannya ( investasi ) wajib terikat dengan ketentuan syariat Islam.

Ketiga, dalam hal pendistribusian kekayaan ditengah masyarakat.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme harga ( pasar ) memegang
peranan sangat penting dan sangat menolak peranan negara secara langsung
dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Adam Smith
berpendapat bahwa keseimbangan pasar dikarenakan  manusia
mementingkan diri sendiri.'* Mekanisme harga ( pasar ) dengan invisible
hands-nya*? akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah
masyarakat. Sedangkan, dalam sistem ekonomi Islam, yakni Islam
menjamin tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan
rumah bagi setiap orang serta menjamin distribusi kekayaan dan sumber-

sumber ekonomi yang adil dan merata diantara semua penduduk. Islam

' Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, ( Yogyakarta: ekononisia, 2004), 95.
bid., 91.
2paul- Heinz Koeters, Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia (terj), ( Jakarta: Gramedia, 1988), 9.
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tidak mentoleransi adanya disparitas yang lebar antara si miskin dan si kaya,
berupaya menghapuskan konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.
Untuk menjembatani celah antara kelompok kaya dan miskin serta
menjamin distribusi kekayaan yang merata, Islam mengambil berbagai
langkah seperti zakat, sedekah, warisan dan sebagainya. Untuk mencegah
terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, aturan ekonomi
Islam telah menerapkan berbagai aturan seperti mengharamkan riba,
malarang perolehan harta secara haram seperti mencuri, jual-beli barang

haram, melarang penimbunan harta dan sebagainya.*®

3 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam..., 361.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat

diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi Kkapitalis termasuk
kepemilikan individu ( swasta atau asing ) yang dalam prosesnya juga dilakukan
oleh individu ( swasta atau asing ) tanpa ada campur tangan dari negara
(pemerintah). Sedangkan, pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem
ekonomi Islam termasuk bagian dari kepemilikan umum yang dalam prosesnya
dikelola oleh negara kemudian keuntungannya dikembalikan kepada rakyat untuk
memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

2. Perbedaan mendasar dalam pengelolaan minyak dan gas bumi antara sistem
ekonomi kapitalis dan Islam terletak pada

a) Prisip dasar yaitu kapitalisme memberikan hak kebebasan yang
sebebasnya bagi individu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya.
Sedangkan dalam ekonomi Islam, memberi kebebasan dengan batasan
tertentu,

b) Konsep kepemilikan yaitu dalam sistem ekonomi kapitalis minyak dan gas
bumi termasuk kepemilikan individu sedangkan dalam sistem ekonomi

Islam minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum,
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¢) Konsep distribusi yaitu sistem ekonomi kapitalis menjadikan mekanisme
pasar sebagai peranan penting dan menolak peranan negara dalam
perekonomiannya, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu peranan
negara menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu perekonomiannya
dan negara akan menjamin setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya.
B. Saran

Melihat permasalahan pengelolaan minyak dan gas bumi yang terjadi saat ini,
sesungguhnya kondisi ini tidak akan pernah selesai, sebelum pemerintah segera
melakukan revisi dan kaji ulang UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
yang menjadi carut marut yaitu ketika pengelolaan minyak dan gas bumi diserahkan
kepada asing yang mana bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu barang
tambang termasuk kepemilikan umum yang berarti negara harus mengelola minyak dan
gas bumi serta mengembalikan keuntungannya kepada rakyat.

Kemudian, langkah yang harus dilakukan adalah membatalkan kontrak terhadap
perusahaan-perusahaan asing dan mengambil alih kepemilikan perusahaan minyak dan
gas bumi yang dikuasai oleh asing. Dengan mengubah kepemilikan dalam pengelolaan
minyak dan gas bumi, batu bara dan energi lainnya dari swasta ke negara, maka hasilnya

dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
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